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RELEVANSI BERLAKUNYA UUPA
DI MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA
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ABSTMCT
UUPA conre into being to be unification of nalionul agrarian laws, as umbrella stipulations
confirm and settle all of agrurian issre.s in Indonesia.
Malter of Iand ov'nership ctnd holding, certificate, land regi.slration, land-reform ntatters os
on land, institutional aflairs ancl authorilies. Accotnplishment of agrarian reforms needs
reviewed whelher UUPA enforcenrcnt is still relevant or nol.

Keywords : Agrariart lav,s, untbrellu sliptrlations

PENDAHULUAN

Setiap kali mernperingati atau mengenang

kembali awal berlakunya Undang--Undang Nomor

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria atau yang sering disingkat dengan UUPA,

senantiasa diingatkan tentang bagaimana keberadaan

dan pelaksanaan UUPA di masyarakat. Sudah 43

tatrun UUPA sebagai ketentuan dasar Hukum Agraria

khususnya Hukum Tanah di Indonesia telah banyak

memberikan kontribusi pengaturan, penegasan

maupun penyelesaian persoalan pertanahan. Dan

tentmya tidak hanya itu UUPAjugatelah memberikzur

prinsip-prinsip ataupun pokok--pokok pikiran serta

karakter sistem hukum tanah di Indonesia.

UUPA sejak awal kelahirannya ditujukan

sebagai pengganti total stmktur hukum agraria kolonial

lhat arrange,

well as data

to be deeply

yang bersifat pluralisme menuju kepada unifikasi
hukum agraria nasional . Sebagaimana tercantum di

dalam tujuan pokok UUPA yaitu :
a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan

hukum agraria nasional, yang akan
merupakan alat untuk membawakan

kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan

bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani,

dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan
kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum
pertanahan.

c. meletakkandasar-dasaruntukmemberiken

kepastian hukum mengenai hak-hak ata"

tanah bagi rakyat seluruhnye,

Dengan demikian diharapkan UUPA sobagai
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satu-satunya ketentuan payung yang bersifat pokok

dan umum serta mencakup seluruh persoalan agraria

dan pertanahan di Indonesia. Untuk itu dikeluarkan

beberapa peraturan hukum sebagai ketentuan

pelaksanaaq antara lain Peraturan Pemerintah Nomor

l0 Tahun I 961 yang saat ini sudah diganti dengan

Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang

Penetapan luas tanah pertanian, Undang-undang

Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggunga& Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

I 997 tentang Pendaftaran Tanah (sebagai ganti dari

Peraturan Pemerintah Nomor l0 Tahun 1961),

Peraturan Pemerintah Nomor 3 7 Tahun I 998 tentang

Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT ) dan seterusnya.

Pada saat ini masyarakat dapat melihat,

memahami dan mengevaluasi kembali tentang

keberadaan UUPA di masyarakat melalui persoalan

yang timbul tentang perlanahan misalnya adanya

penggusuran tanah, penyelesaian atas konflik

pertanahan yang dinilai tumpang tindih dan tidak bisa

memberi rasa keadi lan masyaraka! adanya sertifi kat

ganda yang obyek tanahnya sarna, permohonan hak

yang berbelit-belit dan memakan waktu lama, dan

biaya yang relatiftinggi, dan sebagainya . Dari waktu

ke waktu masalah-masalah tersebut terus saja muncul

dengan kuantitas yang bertambah . Dari keadaan yang

demikian itu menimbulkan penilaian apakah UUpA

masih mampu mengatr,r dan menyelesaikan persoalan

pertanahan sesuai dengan ketentuan dan asas--asas

hukum yang ad4 dan ataukah memang UUPA sudah

tidak dapat menj angkau masalah-masalah tersebut

karena memang masalatr tersebut berasal dari faktor-

faktor non yuridis.

Menurut Maria S.W. Sumardjono saat ini di

masyarakat berkembang dua pemikiran yaitu

kelompok populis dan kelompok kapitalistis (Maria

S.W. Sumardjono, 2001 : l5). Kelompok populis

mengupayakan peninjauan kembali berbagai

kebijakan pertanahan yang berdampak terhadap

ketidakadilan dan kesenj angan sosial. Sedangkan

kelompok kapitalistis berpendapat bahwa UUPA

kurang tanggap mengantisipasi arus penanaman modal

asing, kurang mendorong daya saing, kurang terbuka

dan ketinggalan jaman, serta kurang memberi

kelonggaran terhadap penanaman modal asing dan

oleh karena itu UUPA perlu di revisi.

Sebenamya menurut hemat saya masih ada

satu kelompok yang berpandangan bahwa UUPA

harus tetap dipertahankan karena falsafahnya, asas-

asasnya dan kelembagaannya sudah sesuai dengan

masyarakat Indonesia yang bersifat kebersamaan

(kolektifisme religius), namun beberapa ketentuan

ataupur lembaganya perlu disesuaikan dengan kondisi

saat ini, karenanya perlu dilakukan pembaruan

UUPA.

Hal tersebut sejalan dengan Ketetapan MPR
- RI Nomor IX Tahun 2001 yang mengamanatkan

terselenggaranya pendataan dan penataan pertanahan

Relevansi Berlakunya UUPA di Masyarakat dan
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melalui regisbasi penguasaan, pemilikaq penggunaan

dan pemanfaatannya secara komprehensif dan
sistematis (AMul Gani AMullah,2003 : 5). Hai mana
telah di tindak lanjuti dengan Keputusan presiden

Nomor 34 Tahun 2003 yang mengatur tentang
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Tulisan ini tidakbermalsud mengupas habis
permasalahan di seputar pelaksanaan UUpA, atau
memberikan penilaian secara subyektif; akhn tetapi
berusaha memahami bagaimana keberadaan UUPA
selama 43 tahun serta relevansinya dengan
permasalahan-permasalahan yang timbul, sesuai
pemahaman dan pengetahuan praktek selama ini
dalam ruang lingkup yang sangat sempit. Sehingga
secara singkat dapat diinfentarisir permasalahan-
permasalahan antara lain apakah UUPA masih
relevan untuk dipertahankan dalam kondisi saat ini
dimana perkembangan masyarakat terutama yang
berkaitan dengan hak-hak atas tanah dan ekonomi
begitu cepat, serta bagaimana pula upaya yang
seharusnya ditempuh untuk mengatasi persoalan
pefianahan yang sesungguturya.

PEMBAHASAN

Beberapa Hal Yang Berkai tan Dengan
Berlakunya UUPA

l. Karakter dan Relevansi UUpA

Pemahaman tentang jiwa atau karakter
UUPA yang disahr sisi merupakan bagian dari hukum

perdata dan disisi lain masuk dalam hukum
administrasi sehingga melahirkan hukum agraria
perdata dan hukum agraria adminisbatif, merupakan
persoalan tersendiri.

Disadari atau tidak ada pandangan bahwa
meskipun UUPA dengan peraturan pelaksanaannya

sudah mengatur secara lengkap tentang subyek,
obyek, lernbaga dan kewenangannya serta tata cara
penyelesaian terhadap persoalan pertanahan, namun
tidaklah dapat dikatakan bahwa UUpA merupakan

sistem tersendiri yang berhak meninggalkan
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, misalnya tentang
batas usia seseorang untuk memperoleh hak atas
tanall kesepakatan dalam mengadakan perjanj ian jual

beli tanah dan seterusnya, akan tetapi tetap
berhubungan dan berkaitan dengan ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undans-
undang Hukum Perdata tersebut.

Disisi lain berpandangan bahwa UUpA dan
peraturan pelaksanaannya adalah merupakan suatu
sistem hukum dalam mengatur dan menyelesaikan
persoalan pertanahan, sehingga dimungkinkan bahwa
dalam memahami kasus-kasus pertanahan semata-
mata tidak dapat dirujuk dari Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata meskipun

merupakan persoalan hukum agraria
perdata, melainkan harus dilihat dan dipahami
ketentuan yang tercanhrm dalam UUPA dan peraturan

Relevansi Berlakunya UUPA di Masyarakar dan
Pernrasalahan ny,a
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q
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pelaksanaannya serta kebijakan pertanahan secara
sistematis dan menyeluruh. Misalnya kasus
pery$Euran rumah dar/atau tanah di Jakarta saat ini,
surat reuatanah Kota Sirabaya (yang dikenaldengan
runt ijo), pcrnbelian rumatr diatas tanah yang dikuasai
/dimiliki oleh onng yang bcrbedadan sebagainya.
Dalmr mcmrlrami dan menyelesaikan kasus-kasus
Eilchfr ti&k bis diambil suatu kebijakan yang hanya
bedararkan pada prlnsip hukum agraria administra-
tifatau hukum agraria pcrdata semata, melainkan
diperlukan kearifan dan kebijakan secara seksama
berdasarkan prinsip administrasi perdata dalam
huhrmrgrrria,

Jika melihat padadiktum 4 UUpAjo pasal
2 UUPA, maka jelas bahwa secara yuridis sistem
hukum agraria mempunyai dasar pij akan yan g j e I as,
yaitu bahwajiwa WPA itu bersifat administratifdan
pcrdata. Dalam pengertian UUPA dan peraturan
pclaksanaannya itu merupakan sistem hukum tanah
"tersendiri" (bukan mandiri), yang harus dipakai
sebogai dasarmengatw, memahami, mengevaluasi dan
menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan,
sebaliknya apabila dalam sistem tersendiri itu tidak
atau belum mengaturnya, maka harus dicari dasar
pengaturan dan penyelesaiannya dalam hukum
perdata.

Misalnp:

a. Perbuatan hukum dari subyek hukum, termasuk
didalamnya peralihan hak atas tanah, benda yang
menjadiobyek dariperbuatan hukum itu masuk

dalam ruang lingkup hukum perikatan, danhukum
perikatan masuk dalam ruang lingkup hukum
perdata.

b, Perbuatan hukum dari subyek hukum dalam
bentuk pemberian jaminan hak atas tranah yang
sekarang dikenal dengan pembebanan hak
tanggungan. adalah merupakan aceesoir dari
prjanjian pokok yainr hutang pidang, yarg dalun
tul ini masuk dalam nrang lingkup hukum eordat&

Untuk memahami dan menilai tentang
rclevansi WPA tentunya hanrs melihat pads tiga hal
yaitu falsafah UUPA, persepsidan konsepsi pada
tannh, dan kebijakan pertanahan (Maria S.W.
Sumardjono: 200 I ), Disamping itu dapat ditambahkart
apakah pelaksanaan UUPA itu sudah sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang tercantum tujuan UUPA,
ataupun dalam tugas keagrariaan yang meliputi :
a. Tatagunatanah;

b. Land reform;

c. Pengurusan hak-hak atas tanah;
d. Pendaftarantanah;

e. Administrasi tanah.
serta kebijakan pembaharuan agraria sebagaimana
tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik IndonesiaNomor : IlyMpR/2001
yaitu:

(l) a. Melakukan pengkajian ulang terhadap
berbagai peraturan perundang--undangan
yang berkaitan dengan agraria dalam rangka
sinkronisasi kebijakan antar sektor demi

Berlakunya UUPA di Masyarakat dan
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terwuj udnya penrturan perundang-undangatl

yang didasarkan pada prinsip-prinsip

sebagaimarta dinraksud pasal 4 ketetapan ini.

Me lak sana_kan pe nataan kenr bal i

penguasaan, pemilikarr. penggunaan dan

pemanfaatan tanah (landreform) yang

berkeadi lan dengan nremperhat ikan

kepemilikan tanah urtuk rakyat.

Menyelenggarakan pendataan perlanahatl

melalui  inventar isasi  dan registrasi

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tzurah secara komprehensif dan

sistematis dalam rangka pelaksanaan

landreform.

Menyelesaikan konf l ik-konf l ik  yang

berkenaan dengan surnberdaya agraria yang

t imbul selama in i  sekal igus dapat

mengantisipasi potensi konflik di masa

mendatang guna menjamin terlaksananya

penegakan hukum dengan didasarkan atas

prinsip-prinsip sebagaimana dirnaksud pasal

4 ketetapan ini.

Memperkuat kelembagaan dan

kewenangannya dalam rangka mengemban

pelaksanaan pembaruan agrar ia dan

menyelesaikan konf l  ik-konf l  ik  yang

berkenaan dengan sumber daya agraria yzurg

terjadi.

Mengupayakan dengan sungguh-sungguh

pembiayaan dalarn melaksanakan program

perrrbanrian agraria dan penyelesaian konflik-

konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Melakukan pengkajian ulang terhadap

berbagai peraturan perundang--undangan

yang berkaitan dengan pengelolaan sumber

daya alam dalam rangka sinkronisasi

kebiiakan antar sektor yang berdasarkan

prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal

4 ketetapan ini.

Mewuj udkan optimalisasi pemanfaatan

berbagai  sumber daya alam melalui

identifikasi dan inventarisasi kualitas dan

kuantitas sumber daya alam sebagai potensi

pembangunan nasional.

Memperluas pemberian akses informasi

kepada masyarakat mengenai potensi

sumber daya alam di daerahnya dan

mendorong terwujudnya tanggung jawab

sosial untuk menggunakan teknologi ramatt

lingkurgan tennasuk teknologi tradisional.

d. Memperhatikan sifat dan karakteristikdari

berbagai jenis sumber daya alam dan

melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai

tambah dari produk sumber daya alam

tersebut.

e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan

sumber daya alam yang timbul selama inl

sekaligus dapat mengantisipasi potensi

konfl ik di masa mendatang guna menjamin

terlaksananya penegakan hukum dengan di

(2) a.

b.

c.

b.

d.

e,

Relevansi Berlakunta UUPA di lllusvurakat dan
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dasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana

dimaksud pasal4 ketetapan ini.

f Mengupayakan pemulihan ekosistem yang

telah rusak akibat eksploitasi sunrber claya

alam secara berlebihan.

g. Menyusunstrategi pemarilaatizursunrberdaya

alanr yang di dasarkan pada optimalisasi

manfaat dengan memperhatikan potensi.

kontribusi, kepentingan masyarakat dan

kondisi daerah maupun nasional .

Antara falsafah, konsep serta kebijakan

penauhan sedapat murgkin hanrs berlangsulg secara

seimbang dan berkesinambungan, serta dengan tetap

memperhatikan rasa keadilan ekonomi dan sosial

masyarakat. Dengan demikian diharapkan rneskipurr

di  dalam pelaksanaan ULJPA t imbul ekses

permasalahan. nanlun pengaturan dan
penyelesaiannya tidali jauh menyinrpang dari tujuan

UUPAAllsendiri.

2, Pembatalan Akta, Sertifikat dan Lembaga

Lampaunya Waktu

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tatrrur I 998 jo Peranran Pemerintah Nomor 24 Tahur

I 997 disebutkan bahwa setiap perbuatan hukum yang

obyeknya adalah tanah, ntisalnyajual bell tanah. atau
hibah tanah harus dibuat dilradapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. sebagai bukti

telah dilakukannya suatu perbuatan hukunt tersebut.

Persoalannya adalah j ika dalarn pelaksanaan

.iual beli tanah atau hibah tanatr tersebut diantara para

pihak ter.iadi kekeliruan yang tidak disengaja baik

nrertyangkut data bukti hak atau mengenaiobyek

tanah itu sendiri. dan kekeliruan tersebut sama sekali

bukan kekeliruan ataupun kesalahan PPAT dimana

akta tersebut dibuat. dan bersamaan dengan itu para

pihak menghendaki akta yang sudah dibuat tersebut

dibatalkan. Dapatkah akta dibatalkan oleh para pihak,

dalarn arti kata akta tersebut dinyatakan gugur dan

tidak berlaku.

Dan isipasal2 ayat I Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 1998 jelas disebutkan bahwa

pernbuatan akta PPAT itu adalah wujud dari suatu

perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak

yang berkepentingan yang menghendaki, sehingga

konsekwensinya tidak dapat ditarik kembali atau

dibatalkan.

Bilamana terjadi kekeliruan sebagaimana

dinuksud diatas. penyelesaiannya adalah sesu,ai sistem

hukurn agraria. yaitr.r para pihak harus melakukan

perbuatan ulang yang sama secara sebaliknya,

dihadapan PPAT yang berwenang sesuai yang

dikehendaki.

Sertifikat sebagai bukti hak atas tanah

mempturyai nilai pembuhian yang sangattinggi, selama

tidak dibuktikan sebaiknya oleh pihak-pihak tertentu.

Tetapijika keberadaan serlifikat tersebut oleh pihak-

pihak dapat dibuktikan ketidakbenarannya baik yang

menyangkut bentuk maupun isinya. Demikian pula

adanya sertifikat ganda yang disebabkan tidak

Relevansi Berlakunya UUPA di ll,lasyarakat don
Permasalahqnnva
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dilakukan pemeraan pendafiaran (Ali Achmad
Chomzah. 20A2 : 6), atau di sebabkan ketidakbenaran
dalam penunjukan batas-batas. maka terhadap
sertifikat tersebut dapat dilakukan pembetr.rlan dan/
atau pembatalan sesuhi peraturan hukum tanah yang
ber laku. Dalam pembatalan sert i f ikat  per lu
diperhatikan purusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiatanggal3 Nopember l97l Nomor: 3g3/
IV/Sip/1 97 1, yang menyebutkan pengadilan tidak
berwenang membatalkarr sertifikat. Hal tersebut
termasuk kewenangan administrasi, yaitu Menteri
Negara Agraria / Kepala Badan perlanahan Nasional.

Jika diamati putusan Mahkanrah Agung
tersebut sejalan dengan jiwa hukum agraria yaitu
administrasi perdata.

Pada sisi lain adanya kelemahan pada
sert i f ikat  hak atas tanah. disebabkan sistem
pendaftaran tanah kita secara ywidis teoritis menganut
stelsel Negatif (Bachsan Mustafa, l9g5 : I I ).

Sistern negatif di dalam pendafiaran tanah
pada int inya proses pendafiaran tanah dengan
prosdu sejauh murgkin mengupayalian diperolehnya
data yang benar. yang akan merupakan isi dari
sertifikat, yang berdaya pembuktian yang kuat (lihat
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). .lika
dilihat dan dipahami secara seksama, ntaka sistem
negatif  pendaftaran tanah yang demikian itu
menimbulkan kelemahan. dan kelemahan terbesar
adalah t idak adanya kepastian hukum dalanr
penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. karena

sewaktu-waktu bi lanrana terdapat bukti_bukti
sebaliknya dan bersirat kr"rat, maka sertifikat hak atas
tanah tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Namun kelernahan sistem negatiftersebut
dapat diatasi dengan adanya lembaga Verjaring atau
kedaluwarsa sebagainrana dikenal dalam hukum adat
(Boedi Harsono, I 998 : 25). Lembaga Verjaring atau
kedaluwarsa tersebut tidak sama pengertiannya
dengan lembaga acquisitieve verjaring dalam pasal
1946 dan 1955 Kitab Undang_undang Hukum
Perdata. Lembaga Veriaring atau kedaluwarsa /
lampaunya waktu dalam hukum adat mempunyai
pengert ian dengan lampaunya wakru yang
menyebabkan ditinggalkan dan tidak diusahakan
digunakan selanra sekian waktu, maka gugurlah
haknya. Dan tanah yang bersangkutan kembali
menjadi tanah ulayat masyarakat umumnya.

l,embaga Verjaring atau kedaluwarsa
menumt hukum adat ini beberapa kali telatr diterapkan
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam
putusan yang dikenal dengan ist i lah Lembaga
"Rechtsverwerking". antara lain dalam purusan_
putusan sebagai berikr.rt :
l . Pts. MA tgl. I 0- I - | 956 nomor 21O/K/Sip/I055

dalarn Subekti Tamara Himpunan putusan

"Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat,,
nomor 3 I (kasus di Kabupaten pendeglang, Jawa
Barat).

Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena
para penggugat dengan mendiamkan soalnva

Pernasalahanntzt 84 Soewito llridakdo
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sampai 25 tahurr harus dianggap ntenghilangkan

haknya. ("rechtverwerking");

2, Pts. PT Surabaya tgl.27-5-1958 nomor l32t

l953,Pdt dalam l iukurrr darr Masyarakat 1 960

nomor 3-4-5-6 (kalus di Kabupaten Slenran.

Yo gyakarta) Pelepasan hak ( Rechtsver.werk i n g )
Penggugat dianggap melepaskan haknya atas dua

bidang sawah. oleh karena selama 20 tahun

membiarkan sawah sengketadigarap oleh orang

lain, (Wirjono Prodjodikoro) Putusan diatas

dibatalkan dengan;

3.  Pts.  MA tgl  2 l - l  l -1958 nonror 361/K/Sip

dalam HM di atas Pelepasan hak (lan Tinggiyang

memperglulakan alat hukunr pelepasan hak tanpa

semau dari pihak tergugat, adalah nrelanggar tata

tertib dalam Flukr.un Acara (proses orcle). rlaka

putusamya yarg Lrerdasaratas pelepasan hak inr.

hanrs dibatal kan ( Wiriorro Prod iodikoro), ( Boed i

Harsono. 2002 :759).

Seir ing dengan itu bi la diarrrati  ketentuan

pasal 30 ayat2 sub b jo pasal 32 ayat2 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, yang intinya mengisyaratkan batas
waktu 5 tahun bagi pihak-pihak tertentu yang akan
mempennasalahkan subyek huktmr dalam ntenguasai

dan memiliki tanah yang bersertifikat. l)engan kata

lain setelah lewat waktu 5 tahur tidak dapat dilakukan

gugatan dan/atau penuntutan atas tanah yang sudah

berserlifikat.

Menurut hemat saya ketentuan tersebut

nrengakui  sekal igus mengukuhkan "Lembaga

lampaunya waktu menurut hukum adat", Hanya saja,
mest inya nornral  /  ketentuan tersebut t idak
d i nrmulikan d i dal arr pcrut uran pemerintah, melair*an
diternpatkan di dalarrr suatu Undang-undang, karena
rnerupakan rlonua dan prinsip dasar hukum tanah
nasional.

Persoalan landrefbrm merupakan masalah
yang nrendasar dan tidak kunjung padam untuk
dibicarakan dalanr kerangka UUPA, karena memang
landrefonn merupakan.j antungnya UUpA.

l,andreform diarlikan sebagai perombakan

struktur pertananan. yang mempunyai tujuan
rneratakan jalan bagi perekonomian yang sehat,
rneletakkan dasar-dasar bagi  pertumbuhan

perekononr ian yang nremungkinkan adanya
penghidupan yang layak bagi seluruh masyarakat
pada unrunrnya dan nrasyarakat tani di pedesaan
pada khususnya.

Sedarrgkan yang meniadi obyek landreform adalah :
a. Tanah-tanah kelebihan sebagai akibat dari

penerapan dan pelaksanaan undang--undang

Nomor 56lPrpl1960 tentang Penetapan Luas
Tanah Peftanian:

b. Tanah-tanah absente sebagai penerapan can
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 224
Tahun I 961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 4l
Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan pembagian

Tanah dan Mengatur Tentang Ganti Rugi, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977

Relevansi Bcrlakun.y,a UUPA di i,last'urukut dan
Permasalahann.t'a
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Tentang Pemilikan Tanah Absente oleh Pemir.uran

PegawaiNegeri;

c" Tanah swa praja dan bekas swa praja;

d. Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Namun j ika di l ihat dan diamati saat ini

pendistribusian tanah-tanah landreform tersebut

kepada yang berhatr yaitr,r klrr.nusnya para petrad, sulit

untuk diwujudkan. Hal itu karena tanah-tanah yang

menj adi obyek landrelbmr hampi rJrarnpi r sudah tidak

ada, yang disebabkan senrakin bertambahnya tanah-

tanah pertaniarl yang benlih I'turgsi menjadi tanah non

pertanian. Juga adanya upaya untuk ntendapatkan

tanah-tanah pertanian sedern iki an rupa" sehin gga tidak

terkena ketentuan penguasaan dan pemilikan tarrah

secara absente.

Belum lagi persoalan globalisasi, dimana

petani saat ini bersaing dengan masyarakat global,

karena yang dihadapi adalah pengusaha-pengusaha

atau perusahaan--perusahaan besar baik dalam negeri

maupun luar negeri yang memiliki dan/atau menguasai

tanah-tanah di Indonesia baik langsung maupun tidak

langsung melalui pemilikan saham perusahaan atau

cara lain yang diperbolel*an secara hukum.

Unruk itu perlu dilakukan evaluasi kebijakan

pertanahan secara sistematis dan berkesi nambun gan

terutama yang mengarah pada peningkatan sumber

dava manusia (petar-ri) secara lum agar dapat bersaing

dengan masyarakat global.

Dan berkaitan dengan itu perlu dicari upaya

yang realistis dalam menghidupkar dar menggerakkan

kembali program landreform di masyarakat.

Dar i  beberapa permasalahan dan

pe mbahasan terse but d i atas narnpak bahwa relevansi

LiUPA di nrasyarakat sedang diuji dan sekaligus

rnenuju perkembangan. sehingga perlu adanya

pemikiran baru. konsep baru. kebijakan banr dibidang

pertanahan yang t idak rnenyalahi  ataupun

bertentangan dengan asas-asas pokok dan tujuan

I.]UPA.

PENUTUP

I . UUPA dilihat daritujuan, konsep dan kebijakan

pertanahan saat ini masih relevan, namun

demikian perlu segera direalisasikan secara nyatia

gar is-gar is besar kebi jakan pertanahan

sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR-

RI Nomor IX Tahun 2001, serta Keputusan

Presiden Republik IndonesiaNomor 34 tahun

2003, dengan memperhatikan aspek-aspek lokal

yang ada dalam masyarakat, dalam wujud

pembaruanUUPA.

2. Adanya permasalahan atau kasus-kasus

pertanahan yang timbul saat ini perlu diupayakan

penyelesaiannya secara bij aksana dengan tetap

memperhatikan asas--asas, prinsip-prinsip dan

sistem hukurn tanah serta kesadaran hukum

masyarakat. baik melalui kelembagaan maupun

musyaw'arah mufakat.

Relevansi Berlakunt,a UUP.4 di llfasyurakut cttrn
Perntasal ahannra
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